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ABSTRAK

ZULVIA A. PONGOLIU. H1121018. TANGGUNG JAWAB HUKUM
PEMILIK HEWAN TERNAK ATAS KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN AKIBAT RUSAKNYA TANAMAN OLEH
TERNAK LEPAS (STUDI DI KECAMATAN BILUHU KABUPATEN
GORONTALO).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan: (1) bentuk
pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman di
Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dan (2) faktor-faktor yang
memengaruhi tidak efektifnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak
kepada pemilik tanaman di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang merupakan
penelitian terhadap efektivitas hukum beroperasi dalam masyarakat. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pertanggungjawaban pemilik
ternak kepada pemilik tanaman akibat rusaknya tanaman oleh ternak lepas di
kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo adalah ganti kerugian (uang) dan
penanaman kembali. 2) Faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya
pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman adalah
kurangnya pengawasan dan penindakan oelh Satuan Polisi Pamong Praja
dan kurangnya kesadaran masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah:-

1) Sebagai institusi yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah;~,

Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya memiliki peran aktif-dalam_\%)
menindak pemilik ternak yang tidak mematuhi regulasi terkait”’S2}AK]
Pemerintah desa harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi\kepada &/

masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab pemilik ternak.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, rusaknya tanaman, ternak lepas



ABSTRACT

ZULVIA A. PONGOLIU. H1121018. LEGAL RESPONSIBILITY OF
LIVESTOCK OWNERS FOR LOSSES OF CROP DAMAGE BY STRAY
LIVESTOCK (A STUDY IN BILUHU SUBDISTRICT, GORONTALO
REGENCY)

This study aims to find and explain: (1) the form of legal responsibility of
livestock owners to crop owners in Biluhu Subdistrict, Gorontalo Regency,
and (2) factors affecting the ineffectiveness of legal responsibility of
livestock owners to crop owners in Biluhu Subdistrict, Gorontalo Regency.
This study takes place in Biluhu Subdistrict, Gorontalo Regency. This study
uses an empirical research method, which is a study of the effectiveness of
the law operating in society. The results of this study indicate that: 1) The
form of liability of livestock owners to crop owners due to damage to crops
by stray livestock in Biluhu Subdistrict, Gorontalo Regency is compensation
(money) and replanting. 2) The main factors that cause the ineffectiveness
of the legal liability of livestock owners to crop owners are the lack of
supervision and action by the Civil Service Police Unit and the lack of public
awareness. The recommendations of this study are: 1) As an ingstitution
tasked with enforcing regional regulations, the Civil Service Police-Unit

should have an active role in taking action against livestock owners-who:deAk)

not comply with related regulations. 2) The village government ‘must be
more active in socializing the community regarding the importanee®of-
livestock owners' responsibility.

Keywords: legal responsibility, crop damage, stray livestock



DAFTAR ISl

Hal

SAMPUL JUDUL ..ottt i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ........cccoooiiiiic i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ... ii
PERNYATAAN L.t e WY
KATA PENGANTAR ...ttt Y
ABSTRAK .. IX
ABSTRACT ..ttt e et nees X
DAFTAR ISH .. e Xi
DAFTAR TABEL ... Xiv
DAFTAR GAMBAR ...t XV
BAB | PENDAHULUAN ..o 1
1.1 Latar belakang Masalah...............cccoviiiiii i 1
1.2 Rumusan Masalah ... 9
1.3 Tujuan Penelitian ...........cooiuviiiiiieiie e 10
1.4 Manfaat Penelitian ............cccooiiiiiiiiiiee e 10
BAB I TINJAUAN PUSTAKA L. e 12
2.1. Pengertian Hewan Ternak ...........cccccveeiiieeiiiie e 12
2.2. Tanggung Jawab HUKUM ...........cooiiiiiie e 15
2.2.1 Perbuatan Melawan HUKUM .............ccooiiiiiiii e 19
2.2.2 GANLE RUQGI ..oeeiiiiiie ettt e 29

Xi



2.2 3 ETOKEIVITAS et 32

2.3, Kerangka PIKIr.........ccuiiiiiiiieie e 40
2.4. Definisi OPerasional ...........ccoiuiiiiiiiieiii e 41
BAB 11l METODE PENELITIAN ... 42
3.1 JeniS PENEHTIAN ...ouviiiiiiiie e 42
3.2, ODbjek PeNelItIAN ......ccveiiiiiiee e 43
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.............cccovviiiiiiiiiniieniee e 43
3.4, Jenis dan SUMDET DAta .......cccccoveerieeiiiieiiieiie e 43
3.5. Populasi dan SAmpPel.........cooiiiiiiiiiii 44
3.6. Teknik Pengumpulan Data ...........ccoveeiiiiiiiiiieieeee e 45
3.7. Teknik AnaliSisS DAta ........cccoverieiieiiiieicse e 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......cccooiiiiiiiineee 46
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Biluhu .............ccooeiiiiii 46

4.2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik

TANAMEAN ...t e e e e 47
4.2.1 Pertanggungjawaban Perdata (Ganti RUQI) ...........ccceeviveiiiiieeiienenn, 47
4.2.2 Pemulihan Tanaman ...........ccooveiiieeeiiie e 52

4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Efektifnya Pertanggung

jawaban Hukum Pemilik Ternak Kepada Pemilik Tanaman ................... 54
4.3.1 Kurangnya Pengawasan dan Penindakan Satpol PP.......................... 54
4.3.2 Kurangnya Kesadaran Masyarakat...............ccccceeevveeiiieeeiiie e, 55

BAB V PENUTUP ...t 58
5.1 KESIMPUIAN ..ot e 58

Xii



D 2 S AN ..o ———

DAFTAR PUSTAKA e

LAMPIRAN

Xiii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kerusakan Tanaman oleh Hewan Ternak Sapi .......... 18
Tabel 4.1 Data Kasus kerusakan Tanaman Yang Belum Terselesaikan

ProSes Ganti RUGH ......ooveeiiiiiiiiiie ittt 58
Rugi Tabel 4.2 Jumlah pemilik ternak yang melakukan ganti rugi................ 59

Xiv



2.1 Kerangka Pikir

DAFTAR GAMBAR

XV



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hewan adalah salah satu jenis mahluk hidup, sesuai dengan hukum dan norma
yang berlaku, harus dijaga atau dipelihara oleh pemilik atau pengelolanya. Hewan
ternak yang umum dipelihara yaitu hewan yang memiliki sifat jinak yang termasuk
dalam ternak besar yang meliputi (Sapi, Kuda, Lembu, dll.) yang sengaja di
pelihara seseorang untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi pemilik
ternak tersebut. Pemilik hewan ternak sebagai orang yang paling bertanggung
jawab atas penguasaan ternaknya berhak memberikan pertanggung jawaban
terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya.

Hewan ternak yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di daerah akan
berdampak baik dan positif manakala dalam pelaksanannya dikelola secara teratur
dan tertib. Akan tetapi akan menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan
ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya.
Persoalan-persoalan yang dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian,
menggangu nilai-nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta seringkali
berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum.

Pemilik hewan ternak yang membiarkan hewan ternaknya lepas tanpa
pengawasan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak
sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hewan tersebut dapat dikatakan

telah lalai dalam mengawasi ternaknya, hewan ternak yang tidak diawasi seringkali



berkeliaran di jalan umum maupun dilahan perkebunan yang mana dapat
menimbulkan kerusakan pada tanaman yang ada dalam perkebunan sehingga
menimbulkan kerugian bagi pemilik tanaman tersebut. Tindakan kelalaian pemilik
hewan ternak yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat digolongkan
sebagai perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu
mengganti kerugian tersebut.”*

Berdasarkan pada rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan
dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan
tersebut memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatig);

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan dan

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu
perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja
dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan

sebagai perbuatan melawan hukum.?

! Subekti R,Tjitrosudibio R, kitab undang-undangHukum Perdata, jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001,
hal 346
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. citra Aditya Bakti,2012, hal 260



Jika seseorang dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum
dan merugikan orang lain, maka seseorang tersebut dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang
dimaksud yakni ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan

dan dilihat dari besaran kerugian yang telah ditimbulkan.

Selanjutnya menyangkut dengan perbuatan melawan hukum yang
diakibatkan oleh hewan ternak, diatur dalam pasal 1368 KUHPerdata yang
menerangkan bahwa: “pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya,
adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang
diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah

pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya’

Adapun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penertiban Hewan
Ternak, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang
“Penertiban Hewan Ternak” Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2014 yang

menerangkan bahwa:

1. Setiap peternak dilarang mengembala, melepas dan/atau membiarkan
hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan
sebagai fasilitas umum yang dapat menggangu ketertiban umum,
ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta menggangu

kebersihan dan keindahan kota atau desa.

% Subekti R, Tjitrosudibio. R, op.cit, hal 347



2. Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

Jalan umum
Rumah sakit
Pasar
Halaman kantor
Sekolah
Tempat ibadah
Lapangan umum
Lahan pertanian dan perkebunan
Lokasi penghijauan, reboisasai dan pembibitan
Taman kota
Tempat pelelangan ikan
Sanggar seni
. Tempat pertemuan umum
Tempat wisata dan atau
Tempat bermain anak-anak.

oS 3T AT TSQ@moOo0 T

Penelitian ini berfokus pada permasalahan tanggung jawab hukum pemilik
hewan ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran tanpa pengawasan, sehingga
menyebabkan kerusakan pada tanaman milik warga lain. Hewan ternak yang
dibiarkan lepas sering kali masuk ke area pertanian dan perkebunan, mengakibatkan
kerugian ekonomi bagi pemilik tanaman. Dalam situasi seperti ini, pemilik ternak
seharusnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUHPerdata. Namun, dalam
praktiknya, banyak pemilik ternak yang enggan atau bahkan menolak untuk
memberikan kompensasi kepada pemilik lahan yang terdampak.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana lemahnya pengawasan
dari pemerintah daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan
yang berlaku menyebabkan semakin maraknya kasus serupa. Meskipun sudah ada
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban

Hewan Ternak, implementasinya di lapangan masih menemui banyak hambatan.



Beberapa pemilik ternak tetap membiarkan hewan mereka berkeliaran tanpa
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Di Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, tercatat sejumlah kasus
kerusakan tanaman akibat ternak lepas, namun tidak semua kasus tersebut
mendapatkan penyelesaian yang adil bagi pemilik lahan. Beberapa pemilik tanaman
mengalami kesulitan dalam memperoleh ganti rugi karena tidak adanya mekanisme
yang efektif dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum pemilik ternak. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban
hukum yang seharusnya diterapkan kepada pemilik ternak serta faktor-faktor yang
menyebabkan sulitnya penegakan aturan terkait kasus ini.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Biluhu Kabupaten
Gorontalo, diperoleh Data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kasus Kerusakan Tanaman oleh Hewan Ternak

JUMLAH
DESA TAHUN KETERANGAN
KASUS
Olimeyala 2021-2023 - -
Terdapat 2 kasus Pengrusakan tanaman
Huwongo 2021-2023 2

oleh hewan ternak sapi

Biluhu Barat 2021-2023 4 _
oleh hewan ternak sapi

Lobuto 2021-2023 2 _
oleh hewan ternak sapi

Lobuto Timur | 2021-203 6 _
oleh hewan ternak sapi

Botuboluo 2021-2023 3
oleh hewan ternak sapi

Terdapat 4 kasus Pengrusakan tanaman

Terdapat 2 kasus Pengrusakan tanaman

Terdapat 6 kasus Pengrusakan tanaman

Terdapat 3 kasus Pengrusakan tanaman




Luluo 2021-2023 3 _
oleh hewan ternak sapi

Biluhu Tengah | 2021-2023 4 .
oleh hewan ternak sapi

TOTAL 24

(Sumber data: Kantor Camat Biluhu Kabupaten Gorontalo, 2024)

Dari data di atas dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terdapat 24 kasus
kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak 19 kasus lainnya telah
terselesaikan. Namun 5 kasus lainnya belum terselesaikan proses ganti ruginya
disebabkan adanya beberapa hambatan-hambatan yang membuat pemilik tanaman
sulit untuk mendapatkan pemenuhan haknya dalam hal memperoleh pengganti
kerugian dari pemilik ternak.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo ini
umumnya terjadi akibat Tindakan pemilik ternak sapi yang melepaskan ternaknya
ke Kawasan pemukiman warga dan kemudian masuk kedalam lahan Perkebunan
yang digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti (jagung, cabai, kelapa
dil). Hewan ternak dilepaskan tanpa terikat dan tanpa pengawasan oleh
pemiliknya, kemudian hewan ternak tersebut melakukan pengrusakan terhadap
tanaman milik orang lain. Pemilik tanaman yang merasa dirugikan kemudian
meminta tanggung jawab pemilik ternak atas kerusakan yang ditimbulkan oleh
ternaknya. Bentuk pertanggungjawaban yang diminta adalah berupa ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh pemilik tanaman.

Namun untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pemilik ternak hal

ini tidak mudah, pemilik tanaman menghadapi banyak kendala dalam usahanya

Terdapat 3 kasus Pengrusakan tanaman

Terdapat 4 kasus Pengrusakan tanaman




mendapatkan kompensasi yang diinginkan. Kendala-kendala inilah yang menjadi
penyebabnya beberapa kasus seperti di atas membuat proses pertanggung jawaban
sulit diselesaikan.

Penelitian ini  memiliki signifikansi akademik yang kuat karena
berkontribusi dalam kajian hukum perdata, khususnya mengenai perbuatan
melawan hukum yang dilakukan secara tidak langsung melalui tindakan kelalaian
pemilik hewan ternak. Dalam hukum perdata, tanggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkan oleh pihak lain harus memenuhi unsur-unsur tertentu, termasuk adanya
hubungan kausal antara perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu,
penelitian ini penting untuk memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban
hukum diterapkan dalam kasus-kasus kerusakan tanaman akibat ternak lepas.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai akademik dalam mengevaluasi
efektivitas regulasi yang telah ada, seperti Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUHPerdata
serta Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan-
peraturan ini seharusnya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanaman yang
mengalami kerugian akibat kelalaian pemilik ternak. Namun, dalam praktiknya,
implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk
lemahnya pengawasan dari pihak berwenang dan rendahnya kesadaran hukum
masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis empiris
mengenai sejauh mana hukum dapat ditegakkan dalam konteks sosial dan ekonomi
masyarakat setempat.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait penertiban



hewan ternak serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat kerusakan tanaman.
Temuan dari penelitian ini dapat membantu dalam memperbaiki sistem penegakan
hukum, baik dalam aspek regulasi maupun mekanisme ganti rugi yang lebih adil
bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan
edukasi bagi masyarakat, khususnya peternak dan pemilik lahan, untuk lebih
memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga ketertiban serta mencegah
terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
masalah ini untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum
Pemilik Hewan Ternak Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Rusaknya

Tanaman Oleh Ternak Lepas”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak kepada
pemilik tanaman akibat rusaknya tanaman?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektivnya pertanggungjawaban
hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian, sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum
pemilik ternak kepada pemilik tanaman di Kecamatan Biluhu Kabupaten

Gorontalo.



2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak
efektivnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik
tanaman di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana dijelaskan dalam tujuan penelitian di atas, maka Adapun
mafaat penelitian ini dilakukan yakni, secara teoritis penelitian ini diharapkan
untuk menambah pengetahuan tentang bentuk pertanggung jawaban dan ganti rugi
pemilik ternak kepada pemilik tanaman sehingga diharapkan nantinya Masyarakat
ikut serta melakukan atau menjalankan larangan hewan ternak masuk ke lahan

Perkebunan Masyarakat. Namun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak tertentu, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan hasil yang dapat memberikan ilmu
pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis tentang Bentuk Tanggung

Jawab Pemilik Hewan atas kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya

tanaman oleh hewan ternak lepas.

2. Manfaat bagi Pemerintah
Bagi pemerintah, penulis berharap penelitian ini bisa dapat
memberikan solusi tentang bentuk tanggung jawab dan ganti rugi pemilik
ternak kepada pemilik tanaman.

3. Manfaat bagi Masyarakat



Bagi masyarakat sendiri, penulis berharap penelitian ini bisa
memberikan penjelasan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat
betapa pentingnya menjaga hewan ternak sehingga terciptanya Keamanan

Dan Ketertiban.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hewan Ternak

Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia dan harus
dirawat, dilindungi, serta dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan mempunyai
tempat tinggal yang layak. Hewan Ternak pada umumnya merupakan hewan
yang dipelihara dalam jumlah besar agar hasilnya dapat dikonsumsi manusia
atau dijual untuk menunjang penghidupan pemiliknya. Beberapa hewan
ternak yang umum dipelihara oleh manusia antara lain; sapi, kuda, kambing,
kerbau dan hewan ternak lainnya. Hewan ternak juga menimbulkan beban
materi, moral, dan waktu bagi manusia. Biaya materil meliputi biaya
tambahan makanan, minuman, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan
kesehatan hewan sebagaimana diubah oleh undang-undang Nomor 41 Tahun
2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahu 2009 tentang
peternakan dan kesehatan hewan membagi definisi hewan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 Undang-undang 41/2014, hewan adalah binatang atau
satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan
udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang 41/2014, hewan peliharaan adalah hewan
yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia
untuk maksud tertentu.

Jenis-jenis hewan ini dibagi lagi menjadi:

11



1. Hewan jasa, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jassa
kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan
kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai
hewan tarik atau hewan beban.

2. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara Kkhusus
sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran dan
penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan
model untuk penyakit manusia.

3. Hewan kesayangan, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai

hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan.*

Hewan ternak merupakan mahluk hidup yang sangat memerlukan
penanganan khusus dan perhatian yang tepat dalam kesehariannya. Pemilik
sepenuhnya bertanggungjawab atas hewan ternaknya. Pemilik harus
menghabiskan waktu, uang dan tenaga untuk merawat hewan yang dipilihnya
sebagai hewan ternaknya. Terdapat tiga regulasi yang mengatur tentang hewan
ternak di Indonesia yaitu Pasal 302 ayat 2 Kitab Undang-undang hukum pidana
(KUHP), Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang peternakan dan
kesehatan hewan dan PP No. 95 Tahun 2021 tentang kesehatan masyarakat
veteriner dan kesejahteraan Hewan. Dalam memelihara hewan ada beberapa

proses dengan benar yaitu:

4 https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggun
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i

Menyediakan kandang yang nyaman untuk tempat tidurnya agar

mereka nyaman

b. Memberikan makanan dan minuman yang sehat agar mereka tumbuh
dan sehat.

c. Rajin membersihkan kotoran hewan untuk menjauhkan dari bakteri-
bakteri agar tidak mengganggu kesehatan hewan peliharaan

d. Melakukan vaksinasi bertujuan untuk mencegah risiko gangguan
kesehatan hingga kematian yang disebabkan oleh bakteri ataupun
Virus.

e. Menyediakan tempat diluar kandang bertujuan untuk mengurangi
tingkat setres pada hewan yang sering terjadi karena sering terkurung
didalam kandang.

f. Berkomunikasi secara insentif sebagai cara berkomunikasi dan
bertujuan untuk membangun ikatan dengan hewan peliharaan.

g. Menjaga kebersihan rumah agar jauh dari kuman dan hewan pelihraan

tetap sehat dan terjaga.

Penjagaan hewan butuh usaha penuh agar hewan ternak terutama
dilingkungan perdesaan tidak mengganggu atau mengusik tetangga
disekitrnya. Suara raungan maupun suara-suara jenis hewan ternak lainnya pun
patut diperhatikan agar tidak menimbulkan suatu kegaduhan berkepanjangan,

akibat lalainnya pemilik hewan tersebut.
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Hewan dalam kehidupan manusia memilik peran penting salah satunya
sebgai sarana mata pencarian guna untuk mendapatkan keuntungan, hewan
ternak yang dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai seumber kehidupan nya
dapat berdampak positif apabila hewan tersebut dikelola dengan baik dan
teratur akan tetapi akan menimbulkan masalah di dalam masyarakat apabila
hewan tersebut dilepas secara liar oleh pemilik hewan peliharaan atau orang

yang diberi tanggung jawab untuk memeilihara hewan tersebut.

2.2 Tanggung Jawab Hukum

Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab
hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal
perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan
bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh
hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya
dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak
sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki,

dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”®

Pertanggungjawaban hukum adalah konsep yang membahas

kondisi-kondisi di mana seseorang atau suatu entitas dapat dimintai

5 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,
Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009



pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya yang menyebabkan
kerugian pada pihak lain. Berikut adalah elemen-elemen utama dari teori

ini:

1. Definisi Pertanggungjawaban Hukum:

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau
entitas untuk menanggung akibat hukum dari tindakan atau kelalaian
yang telah dilakukannya, terutama dalam hal kerugian yang
ditimbulkan kepada pihak lain.

2. Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Hukum:
Perbuatan Melawan Hukum: Tindakan yang melanggar hukum, baik
secara perdata (misalnya, wanprestasi atau kelalaian) maupun
pidana (misalnya, tindak pidana).

e Kausalitas: Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan

atau kelalaian dengan kerugian yang terjadi.

e Kerugian: Adanya kerugian nyata yang diderita oleh pihak

yang dirugikan.

3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum:
e Pertanggungjawaban Perdata: Kewajiban untuk memberikan
ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat

pelanggaran hak-hak pribadi atau kesepakatan kontraktual.
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e Pertanggungjawaban Pidana: Hukuman yang dijatuhkan oleh
negara atas tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti
penjara, denda, atau hukuman lainnya.

e Pertanggungjawaban Administratif: Sanksi yang dijatuhkan
oleh badan administratif atau regulator atas pelanggaran
peraturan atau ketentuan administratif.

4. Elemen-Elemen Pertanggungjawaban Hukum:

e Unsur Kesalahan: Biasanya, harus ada unsur kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Ini bisa berupa kesengajaan atau kecerobohan.

e Strict Liability: Dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban
dapat diberlakukan tanpa perlu membuktikan kesalahan (strict
liability), misalnya dalam kasus-kasus tertentu yang
melibatkan produk berbahaya atau aktivitas yang sangat
berisiko.

¢ Negligence: Pertanggungjawaban dapat timbul dari kelalaian,
yaitu kegagalan untuk mengambil tindakan yang layak atau
wajar yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

5. Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum:

e Teori Kesalahan (Fault Theory): Menyatakan bahwa

pertanggungjawaban timbul dari kesalahan atau kelalaian

pihak yang menyebabkan kerugian.



Teori Risiko (Risk Theory): Menyatakan bahwa pihak yang
menciptakan risiko atau beroperasi dalam kegiatan berisiko
tinggi harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul,
terlepas dari ada tidaknya kesalahan.

Teori Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability):
Menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, pihak yang terlibat
dalam aktivitas tertentu harus bertanggung jawab atas
kerugian yang terjadi, bahkan tanpa adanya kesalahan atau

kelalaian.

6. Proses Penegakan Pertanggungjawaban Hukum:

Klaim dan Gugatan: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan
klaim atau gugatan di pengadilan untuk meminta
pertanggungjawaban dari pihak yang dianggap bertanggung
jawab.

Pembuktian: Pihak yang mengajukan gugatan harus
membuktikan bahwa tindakan atau kelalaian pihak lain
menyebabkan kerugian yang diderita.

Putusan Pengadilan: Pengadilan akan menentukan apakah
pihak yang dituntut harus bertanggung jawab dan, jika
demikian, jenis dan jumlah kompensasi atau sanksi yang harus
diberikan.

Teori pertanggungjawaban hukum sangat penting dalam

menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, karena

17



memastikan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian kepada

orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan

mereka. Ini juga berfungsi sebagai pencegahan agar individu dan

entitas bertindak lebih berhati-hati dan sesuai dengan hukum.
2.2.1 Perbuatan Melawan Hukum

Kelalaian adalah bentuk yang masih dapat dibilang ringan dari bentuk
tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. ltulah sebabnya
Tindakan atau pekerjaan seseorang yang melanggar norma yang dimana
dilakukan dengan dasar kelalaian dalam sanksi dan ancaman hukum yang
diberikan terhadap seseorang tersebut lebih ringan.

Moeljatno menjelaskan mengenai kelalaian ialah suatu struktur yang
sangat geocompliceerd, dimana yang satu sisi mengarah pada kekeliruan
dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi yang lain lain mengarah
kepada keadaan batin seseorang. Maka didalam kelalaian terkandung
makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terhadap
perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian, dimana dalam kesengajaan
terhadap suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku
untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan dalam kelalaian sifat
positif ini tidak ditemukan. ©

dan menurut D. Simons menyatakan bahwa kelalaian terdapat dalam
dua bagian, yaitu adalah tidak kehati-hatiannya seseorang melakukan suatu

perbuatan atau terjadi kealpaan padahal pelaku tersebut sudah mengetahui

& Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008, him. 217



terlebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan ada timbulnya suatu
dampak yang dimana dilarang oleh Undang-Undang. Kelalaian akan ada
jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun ia telah
menduga dampaknya. Menduga itu adalah salah satu syarat mutlak ia telah
melakukan kelalaian, lain halnya dengan suatu akibat yang tida dapat
diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai
kelalaian.’
Kelalaian menurut Mahrus Ali di bagi atas dua jenis, yaitu:

a. Kelalaian dengan kesadaran dengan arti, si pelaku
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat
dari tindakannya, tetapi walaupun ia berusaha untuk
mencegahnya, tetap saja akibat tersebut terjadi.

b. Kelalaian tanpa kesadaran dengan arti, si pelaku tidak
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat
yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang,
sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya

suatu akibat.

Dan menurut Frans Maramis kelalaian dibagi dalam dua bentuk yaitu:

a. Kelalaian berat yang berarti hanya kelalaian berat yang dapat

dipidana karena sebagai kejahatan.

" Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika
Aditama, 2003, him. 72
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b. Kelalaian ringan yang berarti sifatnya ringan dan terdapat
pandangan bahwa kelalaian ringan dalam Undang-Undang
tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.
Berdasarkan pengertian dari onrechtmatige daad (Perbuatan
Melawan Hukum) apabila:

a) Melanggar hak orang lain

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

c) Bertentangan dengan kesusilaan

d) Bertentangan dengan kecermatan yang harus
diindahkan dalam masyarakat Pengaturan mengenai
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) DI Indonesia

terdapat dalam Pasal 1365-1368 KUHPerdata.

Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, Pasal 1365 KUHPerdata
yang memegang peranan cukup tinggi di dalam pengaturan soal Perbuatan
Melawan Hukum (PMH), karena pasal tersebut merupakan pasal
pengaturan umum yang berisikan pengertian dan unsur-unsur yang harus
dipenuhi dalam sebuh Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365
KUHPerdata sebagai ketentuan pokok dalam perbuatan melawan hukum
di Indonesia memiliki penjelasan yang sangat luas dan harus dikaitkan
dengan teori-teori penunjang bahkan dari sistem hukum common law.
Berdasarkan pengaturan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut dapat diketahui

beberapa unsur yang wajib untuk dipenuhi antara lain:
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a. Adanya suatu perbuatan yaitu suatu perbuatan melawan hukum

diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Perbuatan disini
meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun fasif (tidak
beruat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut di wajibkan
untuk patuh terhadap perintah Undang-Undang, ketertiban umum,
dan kesusilaan.

Perbuatan tersebut melanggar hukum. Dimana pelaku tidak
melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang,
ketertiban umum dan kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal
ini dianggap telah meelanggar hukum, sehingga mempunyai
konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang

merasa dirugikan.

. Adanya kerugian bagi korban. Akibat suatu perbuatan melangga

hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga
membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum
secara luas. Kerugian terdiri dari kerugian materiil dan immateriil.
1. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata diderita dan
keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pada pasal 1246-

1248 KUHPerdata tidak langsung dapat diterapkan untuk
kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum,

akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada

umumnya sipelaku perbuatan melawan hukum harus

21



mengganti kerugian yang nyata diderita, tetapi juga
mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Kerugian immateriil adalah kerugian yang bersifat idiil,
misalnya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.
Untuk menentukan luasnya kerugian idiil yang diganti, pada
asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan
dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan
melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut
ganti kerugian, tidak hanya keruian yang telah ia derita pada
waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia derita
pada waktu yang akan datang. Namun pihak yang dirugikan
juga berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal
tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan

dari padanya.®

d. Adanya kesalahan dengan masyarakat, dalam pasal 1365
KUHPerdata bahwa sipelaku perbuatan melawan hukumhanya
bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, bilamana
perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.
Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan
dari kesengajaan. Untuk itu dalam Undang-Undang menerapkan

istilah “schuld” dalam beberapa arti yakni:

8 Sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, Yogyakarta: Teras, 2011, him 135.



1. Pertanggungan jawab sipelaku atas kerugian, yang
ditimbulkan atas perbuatan tersebut, kalau seseorang dapat
dipersalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya, maka
dikatakan bahwaia salah satu bahwa akibat yang merugikan
adalah disebabkan karena adanya kesalahannya,

2. Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, menurut pasal
1365 KUHPerdata maka apakah sesuatu perbuatan
dilakukan dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan,
akibat hukumnya adalah sama, yakni bahwa sipelaku tetap
bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas
kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan
oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena
kesalahan si pelaku, dan

3. Schuld dalam arti sifat melawan hukum. Seseorang yang
telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu
melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan
memperkirakan adanya tindak tanduk yang keliru. Pasal
1365 KUHPerdata telah membedakan secara tegas
pengertian kesalahan dari pengertian perbuatan melawan
hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan

kesalahan hanya pada pelakunya.®

® M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta:Pradnya. 1982, him 25-26



e. Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal
1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perbuatan yang
karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus
timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada
perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Untuk mengetahui
apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu
diikuti teori “adequate veroorzaking” dari Von Kries. Menurut teori
ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut
pengalaman manusia normal menimbulkan akibat, dalam hal ini
kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus

ada hubungan langsung.*®

Seiringan dengan tanggung jawab perdata pada pemilik hewan
peliharaan, pada umumnya pemilik hewan adalah bertanggung jawab
untuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Akan tetapi bilamana orang
lain dari pada pemilik yang menggunakan hewannya maka selama masih
dalam penggunaan orang lain tersebutlah harus bertanggung jawab dan

bukannya pemilik.

Pasal 1368 KUHPerdata memuat ketentuan khusus tentang
pertanggungjawaban seorang pemilik atau orang yang memakai hewan
tersebut atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan dan

mengesampingkan Pasal 1367 KUHPerdata, sehingga ketentuan umum

10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2008, him. 125



tentang pertanggungjawaban untuk benda tidaklah diterapkan pada hewan.
Dengan demikian maka ketentuan yang ada dalam pasal 1365 dan pasal
1368 KUHPerdata sama-sama mengatur perihal perbuatan melawan
hukum dan memiliki prinsip yang sama, namun ketentuan yang ada
didalam Pasal 1368 KUHPerdata mengatur perihal perbuatan melawan
hukum vyang dilakukan bukan secara langsung oleh orang yang
bersangkutan, namun dilakukan oleh hewan yang dimiliki maupun

dipelihara oleh orang tersebut sebagai subjek hukum.

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian,
pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti
sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang
timbul karena undang-undang. Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan
Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh
Molegraaff, Molegraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan
perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada
yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau
benda lain. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan

dengan cukup luas yaitu:

1. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang
khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurispudensi

memberi arti hak subjektif sebagai berikut:
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a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama
baik;
b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak

lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan
perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung
melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan
dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku,
berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya
tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut

hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum
diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis
maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan
pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengerusakan).

3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan
normanorma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui
sebagai norma hukum.

2.2.2 Ganti Rugi

Ganti rugi adalah bagian penting dari hukum perdata yang berkaitan dengan
kompensasi yang harus diberikan oleh seseorang yang telah melakukan

tindakan yang merugikan pihak lain. Ganti rugi bertujuan untuk



mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum terjadinya

kerugian. Berikut adalah elemen-elemen utama dari teori ganti rugi:

1. Definisi Ganti Rugi: Ganti rugi adalah kompensasi yang harus dibayar
oleh pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (fisik) atau imateriil (non-
fisik.

2. Jenis-Jenis Ganti Rugi:

Ganti Rugi Materiil: Kompensasi yang diberikan untuk kerugian
yang bersifat fisik atau nyata, seperti kehilangan barang, biaya

perbaikan, atau kehilangan pendapatan.

Ganti Rugi Imateriil: Kompensasi untuk kerugian non-fisik, seperti

rasa sakit, penderitaan, atau kehilangan reputasi.

3. Syarat-Syarat Ganti Rugi:
Adanya Perbuatan Melawan Hukum: Perbuatan yang dilakukan harus
melanggar hukum. Kerugian: Harus ada kerugian yang diderita oleh
pihak yang dirugikan. Kausalitas: Harus ada hubungan sebab-akibat
antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang terjadi.
Kesalahan atau Kelalaian: Biasanya harus ada unsur kesalahan atau
kelalaian dari pihak yang menyebabkan kerugian, meskipun dalam
beberapa kasus, tanggung jawab dapat bersifat absolut tanpa

memerlukan pembuktian kesalahan (strict liability).



4. Tujuan Ganti Rugi:

Tujuan utama dari ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang
dirugikan ke keadaan semula sebelum terjadinya kerugian. Ini dikenal
sebagai prinsip restitutio in integrum. Selain itu, ganti rugi juga
berfungsi sebagai sanksi bagi pihak yang menyebabkan kerugian, dan
sebagai pencegahan agar tindakan yang merugikan tidak terulang di
masa mendatang.

5. Penghitungan Ganti Rugi:

Penghitungan ganti rugi harus mencakup seluruh kerugian yang
diderita oleh pihak yang dirugikan, termasuk kerugian masa depan
yang dapat diperkirakan. Ada beberapa metode untuk menghitung
ganti rugi, termasuk metode penggantian nilai pasar, biaya perbaikan,
dan perhitungan kehilangan pendapatan.

6. Proses Klaim Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan
klaim ganti rugi melalui jalur hukum, biasanya dengan mengajukan
gugatan di pengadilan. Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak dan memutuskan besaran ganti rugi

yang harus dibayarkan.

Teori ganti rugi sangat penting dalam sistem hukum perdata karena
memberikan mekanisme bagi individu atau entitas untuk mendapatkan
kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindakan orang lain. Ini juga
merupakan elemen kunci dalam menjaga keadilan dan mencegah

penyalahgunaan atau kelalaian yang dapat merugikan pihak lain.
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Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti

rugi diantaranya:

a. Ganti rugi Nominal
Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumla uang
meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang,
bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materil sama sekali.

b. Ganti rugi Penghukuman
Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar
yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu
dimaksudkan sebagai hukuman bagi sipelaku

c. Ganti rugi aktual
Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian
yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan
mudah sampai ke nilai rupiah.

d. Ganti rugi Campur Aduk
Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak
kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur
wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika

digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.!

11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, him 259-
260.
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2.2.3 Efektivitas
Istilah teori efektivitas hukum terdiri dari tiga komponen kata: teori,
evektivitas, dan hukum. Efiktivitas berarti memberikan dampak, berkhasiat,
atau mampu menghasilkan sesuatu. Efektivitas dapat diartikan sebagai
ukuran pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan kata lain tujuan atau sasaran yang tercapai sesuai dengan rencana.?

Dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas hukum adalah teori yang
mengkaji dan menganalisis keberhasilan serta kegagalan dalam pelaksanaan
hukum, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memepengaruhinya.
Teori ini memiliki tiga focus kajian utama: keberhasilan pelaksanaan huku,
kegagalan pelaksanaan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas hukum.®

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum terjadi Ketika hukum yang
dibuat berhasil mencapai tujuannya. Tujuan dari norma hukum adalah
mengatur kepentingan manusia. Jika norma hukum ditaati dan dilaksanakan
oleh masyarakat serta penegak hukum, maka pelaksanaan hukum tersebut
dianggap efektif atau berhasil. Sebaliknya, kegagalan dalam pelaksanaan
hukum terjadi Ketika ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapakan

tidak mencapai tujuannya atau berhasil diimplementasikan.

12 hitps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif diunduh tanggal 29/05/2024
13 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1989), 272-273.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih
rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun
aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa
membedakan antara masyarkat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.
Semua dipandang sama didepan hukum (equality before the law). Namun,
dalam realitasnyaperaturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut
sering dilanggar, sehingga aturan itu berlaku tidak efektif. Tidak efektifnya
undang-undangnya biasa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau
tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak
mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-
undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu di katakana
efektif.

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen di fokuskan pada
subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, orang-orang atau badan
hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan
bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum,
maka sanksi hukum benar-benar di laksanakan atau tidak.

Lawrence M Fridmen mengemukakan tiga komponen utama yang
dimiliki system hukum sebagai berikut:

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang
beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para
polisisnya, kejaksaan dengan para jasanya, pegadilan dengan para

hakimnya.
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2. Substansi, yaitu keseluruhan hukum, norma hukum dan asas hukum,
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan
pengadilan, meliputi :

a) Aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada
dalam system hukum;

b) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam
system hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan
baru yang mereka susun.

3. Budaya (kultur), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan atau
keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara
bertindak, baik dari penegak hukum maupun fari warga masyarakat
tentang hukum dan berfungsi fenomena yang berkaitan dengan
hukum. 4

Lebih diperjelas lagi oleh Ahmad Ali bahwa dari tiga komponen diatas,
beliau menambahkan dua unsur system hukum antara lain:
a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan
keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
b. Kepemimpinan, merupakan unsur kemampuan dan keterampilan
secara person dari sosok penegak hukum utamanya kalangan

petinggi hukum.
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Hal yang sama disampaikan Soerjono Soekanto® mengemukakan

lima faktor yang harus di perhatikan dalam penegakan hukum, meliputi :

a. Faktor hukum atau undang-undang

Hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada halnya
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan
keadilan bersifat abstrak sehingga Ketika seseorang hakim
memustkan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja
maka ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai.

Faktor penegak hukum

Adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam
bidang penegak hukum vyang tidak hanya mencakup law
enforcement, akan tetaoi juga mencakup peace maintenance
(penegakan secara damai). Yang termasuk dalam kalangan penegak
hukum meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman,
kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.
Hukum dapat berfungsi dengan baik jika mentalitas atau
kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting,

jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka
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ada masalah. Pleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah kepribadian.

Faktor sarana atau fasilitas

Merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung
dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi
tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang
baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan
seterusnya. Kalau hal yang tidak dipenuhi, maka mustahil
penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana
atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan
berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas
mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan
hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan
mengkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya
peranan yang aktual.

. Faktor masyarakat atau manusia

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-
luasnya dengan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap
sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya,
dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum
berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian
didalam masyarakat, menjadi faktor yang cukup mempengaruhi

didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum
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dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran
merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang
keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki
atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan
pentaatan hukum, pemebentukan, dan efektivitas hukum.
Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang
terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang
hukum yang diharapakan.
e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya cipta rasa yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Budaya
adalah nilai-nilai yang dinyakini masyarakat dan pengaruhnya
terhadap ketaatan dan penyimpangan masyarakat terhadap hukum
atau dapat dikatakan pula sebagai perilaku masyarakat Ketika
menerapkan hukum. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat
besar bagi manusia dan masyarakat, mengatur agar manusia dapat
mengerti  bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan
menentukan sikapnya kalua mereka berhubungan dengan orang
lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suaru garis pokok tentan
perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus
dilakukan, apa yang dilarang.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Clearence J. Dias bahwa ada lima

syarat bagi efektif tidaknya suatu system hukum meliputi:



Mudah tidak makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap.
Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi

aturan-aturan yang bersangkutan.

. Efisien dan efektif tidak mobilisasi aturan-aturan hukum yang

dicapai dengan bantuan :
a) Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk
melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian
b) Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa

harus berpartisipasi didalam proses mobilisasi hukum.

. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus

mudah di hubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat,

akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan

. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga

masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu

memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. 16

16 1bid.
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2.3 Kerangka Pikir

-KUHPerdata

-Perda Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2014
Tentang Penertiban Hewan Ternak

A4
Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Ternak

Atas Kerugian Yang di Timbulkan Akibat Rusaknya
Tanaman Oleh Ternak Lepas

A 4

\ 4

Pertanggungjawaban pemilik Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak
efektivnya pertanggung jawaban hukum

ternak kepada pemilik tanaman pemilik ternak kepada pemilik tanaman

1. Pertanggungjawaban
. . 1. Kurangnya pengawasan dan
Perdata (Ganti Rugi) penindakan Satpol PP

2. Pemulihan Tanaman 2. Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap aturan yang ada

Terwujudnya Pertanggungjawaban
hukum pemilik ternak kepada

A 4

pemilik tanaman




2.4 Definisi Operasional

1.

Hewan Ternak adalah jenis mahluk hidup yang dikembang biakan oleh
manusia untuk dimanfaatkan hasilnya.

Pertanggungjawaban perdata (Ganti rugi) adalah Kewajiban untuk
memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan
akibat pelanggaran hak-hak pribadi.

Pemulihan Tanaman adalah Proses mengembalikan tanaman yang rusak
atau tergannggu ke kondisi sehat atau semula dan produktif.

Kurangnya pengawasan dan penindakan satpol PP yakni bisa berdampak
terhadap ketertiban umum dan peraturan daerah.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada yakni

ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat mengenai aturan yang ada.
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BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode dan
sistematika yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala
hukum dengan melakukan analisis, juga dilakukan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum guna mengusahakan suatu pemecahan atas
permasalahan yang timbul dari gejala yang timbul.’

Merujuk pada rumusan masalah yang penulis telah Batasi pada bab
sebelumnya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau
socio-legal research. Pilihan atas jenis penelitian dalam usulan penelitian ini
ditentukan oleh penulis disebabkan penelitian ini termasuk dalam penelitian
terhadap efektivitas hukum.

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang
membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat adalah
kaidah hukum/peraturan itu sendiri, penegak hukum, serta kesadaran
masyarakat.

3.2 Objek penelitian

Objek penelitian yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah

tentang tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak atas kerugian yang di

timbulkan akibat rusaknya tanaman oleh ternak lepas.

17 Zainudn Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), him.14
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3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Provinsi Gorontalo Khususnya di
Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, yang diangkat dalam permasalahan
hukum dalam penelitian ini. Alasan penentuan lokasi penelitian tersebut
disebabkan karena dengan lokasi tersebut mudah didapatkan data serta
berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun
rentan waktu penyusunan serta penelitian ditargetkan agar penelitian ini
diselesaikan akan dilakukan selama tiga bulan.
3.4 Jenis Dan Sumber Data
Pada penelitian ini akan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data
sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier Adapun sumber data yang diambil oleh penulis adalah;

a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan melalui hasil penelitian di
lapangan, yakni penelitian yang dilakukan di Kecamatan Biluhu
Kabupaten Gorontalo berdasarkan observasi/pengamatan  dan
wawancara secara langsung.

b. Data Sekunder atau data kepustakaan seperti buku, putusan pengadilan,

dan lain sebagainya.
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3.5 Populasi Dan Sampel
3.5.1 Populasi
Menurut Arkunto Suharsimi, Populasi adalah keseluruhan objek
penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam
wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian
populasi.'® Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan
Pemilik hewan ternak sapi di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.
3.5.2 Sampel
Mukti fajar dan Yuliyanto Achmad menjelaskan bahwa “‘sampel
adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar
jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”.*®
Adapun sampel dari usulan penelitian ini yaitu:
1. Pemilik hewan ternak : 7 orang
2. Pemerintah Desa: 1 orang
3. Satpol PP : 1 orang
3.6 Teknik pengumpulan Data
Adapun proses pengumpulan data yang akan dilakukan kedepan meliputi
observasi awal, studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, serta

melakukan studi lapangan melalui proses wawancara yang selanjutnya akan

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SingkatRajaGrafindo
Persada, jakarta,2001,hal 23.

19 Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris).(Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,2013),him 172.



diakhiri dengan mendokumentasikan data terkait yang akan membantu proses
analisis dalam penelitian ini.
3.7 Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang didapatkan (data primer ataupun data
sekunder) akan dianalisis secara kualitatif dan untuk selanjutnya disajikan
secara deskriptif yaitu menjelaskan sekaligus menggambarkan sehingga
permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dengan mudah dipahami dan
bisa menjawab permasalahan dalam objek penelitian ini.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMEBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Biluhu

Biluhu terdiri dari dua kata yaitu “Bilo” dan “Lohu” yang artinya kumpulan
desa-desa pesisir. Biluhu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kecamatan biluhu merupakan pemekaran dari
Kecamatan Batudaa Pantai. Terdiri atas desa Biluhu Tengah, luluo, Botu
Boluo, Lobuto Timur, Lobuto, Biluhu Barat, Huwongo, Olimeyala. Secara
geografis Kecamatan Biluhu Terletak di Pesisir Selatan Kabupaten Gorontalo.

Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, Sebelah Timur berbatasan
dengan Kecamatan Batudaa pantai, sebelah Barat berbatasan dengan
Kecamatan Bilato dan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan
Bongomeme. Secara Tofograpi wilayahnya terdiri dari Pegunungan, dataran
tinggi, dataran rendah, Lautan.

Luas wilayahh Kecamatan Biluhu 99,03 Km2, dengan jumlah Penduduk
8,472 jiwa atau sebanyak 2,222 KK. Kecamatan Biluhu memiliki potensi
geografi yang spesisfik yaitu peraiaran Laut Teluk Tomini yang terbentang di
bagian selatan seluruh desa di kecamatan biluhu yang sangat menunjang
kegiatan ekonomi rakyat (Perikanan), Area hutan dan pegunungan dan lahan-

lahan pertanian sangat menunjang ekonomi rakyat pertanian.
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4.2 Bentuk Pertanggung jawaban Pemilik Hewan Ternak Kepada pemilik
Tanaman

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab

hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal
perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Has Kelsen Menyatakan Bahwa:
“Kegagalan Untuk Melakukan kehati-hatian yang diahruskan oleh hukum
disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang
sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa, walaupun tidak sekeras
kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan
atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”?°

4.2.2 Pertanggung jawaban Perdata (Ganti Rugi)

Pertanggung jawaban perdata adalah konsep hukum yang mengatur
kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memenuhi kewajiban atau
ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan kepada pihak lain. Oleh
karena itu, apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain,
sedangkan di antara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan
hukum perjajian), berdasarkan Undang-undang juga timbul atau terjadi

hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melanggar hukum
adalah perrbuatan melawan hukum yang dilaukan oleh seseorang yang

karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu

20 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,
Buku Keduanya, Rajawali Pres, Jakarta, 2009



hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai
berikut.

a. Perbuatan melwan hukum karena kesengajaan.
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan
ataupun kelalalian).

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian .

Oleh karena itu, model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam
Pasal 1367 KUHPerdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tomi Akuba (Pemilik Hewan

ternak sapi) beliau mengatakan:

“Bahwa proses ganti rugi kerusakan tanaman dilakukan secara musyawarah
terlebih dahulu dan menenangkan kedua bela pihak agar mudah para aparat untuk
mencari solusinya, setelah mendengarkan bagaimana kronologinya maka para
aparat kampung akan melihat ketempat kejadian permasalahan tersebut. Jika yang
dirusak oleh hewan ternak adalah pohon jagung maka besaran ganti rugi yang harus
dibayarkan adalah Rp.5000 per pohon, jika pohon rica/cabai Rp. 10.000 per pohon,
jika bibit kelapa Rp. 15.000 per pohon. Pemberian dana ganti rugi ini dilakukan
melalui musyawarah yang diselenggarakan di balai Desa, namun jika pemilik
ternak merasa kurang mampu untuk membayar dengan sejumlah uang dapat
dilakukan pemulihan tanaman atau penanaman kembali tanaman yang dirusak
sesuai dengan besaran kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak, namun hal ini
hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari pemilik tanaman”.?!

21 Wawancara, tanggal 2 januari 2025
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Tabel 4.1 Data Kasus kerusakan Tanaman Oleh hewan Ternak Sapi

JUMLAH
DESA TAHUN KASUS KETERANGAN

1 | Olimeyala 2021-2023 - -

2 | Huwongo 2021-2023 9 Terdapat 2 kasus Pengr_usakan tanaman
oleh hewan ternak sapi

3 | Biluhu Barat 2021-2023 4 Terdapat 4 kasus Pengr_usakan tanaman
oleh hewan ternak sapi
Terdapat 2 kasus Pengrusakan tanaman

4 | Lobuto 2021-2023 | 2 oleh hewan ternak sapi

. Terdapat 6 kasus Pengrusakan tanaman

5 | Lobuto Timur | 2021-203 6 oleh hewan ternak sapi

6 | Botuboluo 2021-2023 3 Terdapat 3 kasus Pengr_usakan tanaman
oleh hewan ternak sapi

7 | Luluo 2021-2023 3 Terdapat 3 kasus Pengr_usakan tanaman
oleh hewan ternak sapi

8 | Biluhu Tengah | 2021-2023 4 Terdapat 4 kasus Pengr'usakan tanaman
oleh hewan ternak sapi

TOTAL 24

(Sumber data: Kantor Camat Biluhu Kabupaten Gorontalo, 2024)

Berdasarkan tabel di atas data kasus kerusakan tanaman oleh hewan ternak
sapi dari 24 kasus terdapat 16 kasus yang sudah selesai proses ganti ruginya.
Namun, masih terdapat 8 kasus yang tidak selesai proses ganti rugi dari pemilik
ternak terhadap pemilik tanaman.

Tabel 4.2 Jumlah pemilik ternak yang melakukan ganti rugi

PENANAMAN
DESA TAHUN | JENIS TANAMAN NILAI KERUGIAN
KEMBALI
Olimeyala 2021-2023 | - -
Huwongo 2021-2023 | Cabali, Jagung Rp.255.000.00
) ) . 9 sak bibit jagung,
Biluhu Barat | 2021-2023 | Cabai, Jagung, Bibit Kelapa| Rp.1.275.000.00 . _
13 sak bibit cabai
Lobuto 2021-2023 | Cabai Rp.750.000.00
Lobuto Timur | 2021-203 | Jagung, bibit kelapa Rp.1.145.000.00
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Botuboluo 2021-2023 | Cabai Rp. 630.000.00
Luluo 2021-2023 | Jagung, cabai Rp. 780.000.00
Biluhu Tengah| 2021-2023 | Jagung Rp. 1.600.000.00
Total Rp.6.435.000.00

(Sumber Data: Kantor camat Biluhu, 2024)

Hewan

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Suleman Moridu (Pemilik
Ternak Sapi):

“Awal mula kejadiaanya adalah hewan ternak sapi masuk dalam
perkebunan karena memang kebun tersebut tidak memiliki pagar yang
menadakan bahwa kebun itu ada yang mengelola, seharusnya jika kebun itu
ada yang mengelola harus di pagari dengan bagus dan kuat agar sapi tidak
bisa masuk dan merusak perkebunan, saya memutuskan untuk tidak
mengganti kerugian karena menganggap ada kelalaian dari pemilik kebun
tersebut selain itu juga sapi saya dilukai dengan barang sajam oleh pemilik
kebun sehingga saya merasa hal tersebut sudah imbang karena saya pemilik
sapi juga mengalami kerugian.”??

Menurut pendapat penulis pertanggung jawaban pemilik ternak
dapat mencegah konflik dengan pemilik tanaman, dengan mengakui dan
memenuhi tanggung jawabnya atas kelalaian dalam mengawasi hewan
ternaknya. Pertanggung jawaban pemilik ternak dapat meningkatkan
kesadaran hukum dan memahami tanggung jawabnya atas kegiatan
ternaknya. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran hukum dam

memastikan bahwa pemilik ternak mematuhi aturan yang berlaku.

4.2.3 Pemulihan Tanaman

Pemulihan tanaman atau penanaman kembali adalah proses mengembalikan

atau mengganti tanaman yang telah rusak atau hancur akibat kerusakan atau

bencana. Tujuan pemulihan tnaman adalah:

22 \Wawancara, tanggal 4 januari 2025.




a. Mengembalikan fungsi ekosistem

b. Meningkatkan produktivitas tanah.

c. Mengurangi erosi tanah

d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penertiban Hewan Ternak, diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang “Penertiban Hewan Ternak”
Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa: “Setiap peternak dilarang
mengembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di
tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat

menggangu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk

serta menggangu kebersihan dan keindahan kota atau desa. ”

Pada pasal 3 ayat 2 MenjelaskanTempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yaitu:

OS5 3I—AT TSTQ@TOa0TY

Jalan umum

Rumah sakit

Pasar

Halaman kantor

Sekolah

Tempat ibadah

Lapangan umum

Lahan pertanian dan perkebunan
Lokasi penghijauan, reboisasai dan pembibitan
Taman kota

Tempat pelelangan ikan
Sanggar seni

. Tempat pertemuan umum

Tempat wisata dan atau
Tempat bermain anak-anak.
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Pada pasal 7 ayat 1; Peternak yang melanggar larangan dan/kewajiban
dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 ayat (1), sehingga menimbulkan kerugian
materil bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut.

Dari aturan di atas Selain ganti rugi dalam bentuk uang, pertanggung jawaban
juga dapat berupa pemulihan tanaman yang rusak. Hal ini bisa dilakukan dengan
menanam kembali tanaman yang telah dirusak oleh ternak atau menggantinya
dengan tanaman yang sejenis. Namun, proses ini memerlukan kesepakatan antara
pemilik ternak dan pemilik lahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Safrioktonis S. Montu (Sekretaris Desa
Biluhu Barat):

“Bahwa pemulihan tanaman atau menanam kembali tanaman yang rusak
karena sapi dilakukan jika pemilik ternak mengalami kesulitan ekonomi dan tidak
memiliki cukup dana untuk membayar ganti rugi berupa uang. Namun hal ini
memerlukan kesepakatan antara pemilik ternak dan pemilik tanaman, sehingga

penyelesaian semacam ini jarang dilakukan karena kurangnya kesadaran Pemilik

ternak serta ketiadaan mekanisme yang jelas untuk menegakan bentuk pertanggung

jawaban tersebut”.?

Menurut pendapat penulis pertanggungjawaban hukum pemilik ternak dalam
kasus kerusakan tanaman akibat ternak lepas seharusnya ditegakkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata dan peraturan daerah setempat. Bentuk
tanggung jawab yang ideal mencakup ganti rugi finansial, pemulihan tanaman yang
rusak, serta kompensasi tambahan bagi pemilik lahan yang mengalami kerugian
berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab ini masih

menghadapi banyak kendala, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat,

23 Wawancara, tanggal 4 januari 2025
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lemahnya penegakan aturan, serta kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa
yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak,
termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat itu sendiri,
untuk memastikan bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus ini dapat ditegakkan
secara lebih adil dan efektif.
4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Efektifnya Pertanggungjawaban
Hukum Pemilik Ternak kepada Pemilik Tanaman
4.3.1. Kurangnya pengawasan dan penindakan Satpol PP
e Tugas Satpol PP

1. Menjaga Ketertiban Umum: Satpol PP bertugas untuk menjaga
ketertiban umum dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban.

2. Menegakkan Peraturan Daerah: Satpol PP bertugas untuk
menegakkan peraturan daerah dan memastikan bahwa masyarakat
mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Mengawasi Kegiatan Masyarakat: Satpol PP bertugas untuk
mengawasi kegiatan masyarakat dan mencegah terjadinya kegiatan
yang dapat mengganggu ketertiban umum.

e Wewenang Satpol PP
1. Menjaga Ketertiban Umum: Satpol PP bertugas untuk menjaga
ketertiban umum dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban.
2. Menegakkan Peraturan Daerah: Satpol PP bertugas untuk menegakkan
peraturan daerah dan memastikan bahwa masyarakat mematuhi

peraturan yang berlaku.



3. Mengawasi Kegiatan Masyarakat: Satpol PP bertugas untuk
mengawasi kegiatan masyarakat dan mencegah terjadinya kegiatan

yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tugas dan wewenang Satpol PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 memiliki tugas yaitu:

1. Menegakan peraturan daeerah dan peraturan kepala daerah

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat ( LINMAS)

Dalam melaksanakan tugasnya, satpol pp Memiliki beberapa wewenang

1. Melakukan tindakan penertiban

2. Menyelenggarakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perda dan
perkada

3. Melaksanakan tindakan administratif

4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk penegakan perda dan

perkada sesuai dgn undang-undang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Taufik Margono,
S.Pd.MM (Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Gorontalo):

“Bahwa kendala utama dalam penegakan hukum peraturan daerah
yakni ketidaksadaran masyarakat terhadap aturan yang ada, selain itu
kurangnya infrakstuktur dalam pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan
anggota dalam melaksankan penertiban hewan ternak menjadi faktor

penghambat penegakan hukum”.?*

24 Wawancara, tanggal 15 januari 2025
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Menurut pendapat penulis pengawasan satpol PP sangat penting untuk
memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan
melakukan pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

4.3.3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Faktor lain  yang berkontribusi  terhadap tidak efektifnya
pertanggungjawaban hukum pemilik ternak adalah rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap aturan yang ada. Meskipun peraturan mengenai tanggung
jawab pemilik ternak telah diatur dalam KUH Perdata dan peraturan daerah
setempat, banyak masyarakat yang tidak memahami atau bahkan tidak peduli
dengan aturan tersebut.

Beberapa pemilik ternak beranggapan bahwa membiarkan ternak
berkeliaran bebas adalah hal yang wajar, terutama di wilayah pedesaan. Persepsi ini
membuat mereka tidak merasa perlu untuk mengawasi hewan ternaknya secara
ketat. Di sisi lain, pemilik lahan yang mengalami kerugian sering kali enggan
melaporkan kejadian tersebut karena merasa bahwa tidak akan ada tindakan yang
diambil oleh pihak berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrioktonis S. Montu
(Sekretaris Desa biluhu barat):

“Bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan
pertanggungjawaban perdata adalah lemahnya penegakan hukum di
tingkat bawah, Meskipun terdapat peraturan daerah yang mengatur
tentang penertiban hewan ternak, penerapannya masih jauh dari
efektif. Salah satu alasan utama adalah kurangnya kesadaran
masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kasus

seperti ini. Banyak pemilik lahan yang tidak mengetahui bahwa
mereka berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi,
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sementara pemilik ternak juga sering kali tidak memahami bahwa

mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan hewan

mereka”.?®

Menurut pendapat penulis Untuk mengatasi berbagai faktor ini, diperlukan
langkah-langkah konkret guna meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban
hukum pemilik ternak terhadap pemilik tanaman. Pemerintah desa harus lebih aktif
dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung
jawab pemilik ternak serta konsekuensi hukum dari kelalaian dalam mengawasi
hewan ternaknya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan warga,
pemasangan papan pengumuman, dan kampanye kesadaran hukum yang
melibatkan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, Satpol PP perlu meningkatkan
pengawasan dan menindak tegas pemilik ternak yang tidak mematuhi aturan, baik
melalui pemberian sanksi administratif maupun denda yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya pertanggungjawaban
hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman adalah

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum hal ini

dipengaruhi dengan lemahnya pendidikan masyarakat desa rata rata
pendidikan terakhir yang di ampuh oleh masayarakat yang melakukan
pembiaran hewan ternak itu hanya tamatan Sekolah dasar

2. Lemahnya pengawasan dari pemerintah desa dan Satpol PP

3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

%5 Wawancara, tanggal 4 januari 2025
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Jika langkah-langkah yang lebih tegas dan edukatif tidak segera diambil,
maka masalah ini akan terus berulang, menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi
pemilik lahan dan semakin melemahkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku
di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, aparat
penegak hukum, dan masyarakat dalam menegakkan aturan demi menciptakan

keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Bentuk pertanggung jawaban pemilik ternak kepada pemilik tanaman

akibat rusaknya tanaman oleh ternak lepas di kecamatan Biluhu Kabupaten
Gorontalo,
Berupa ganti kerugian (uang) dengan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan
adalah Rp.5000 per pohon, jika pohon rica/cabai Rp. 10.000 per pohon, jika
bibit kelapa Rp. 15.000 per pohon 3. Pemberian dana ganti rugi ini dilakukan
melalui musyawarah yang diselenggarakan di balai Desa, namun jika pemilik
ternak merasa kurang mampu untuk membayar dengan sejumlah uang dapat
dilakukan pemulihan tanaman atau penanaman kembali tanaman yang dirusak
sesuai dengan besaran kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak.

Namun pertanggung jawaban ini masih belum berjalan dengan efektif.
Meskipun aturan hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih
menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya
pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait hak dan
kewajiban pemilik ternak serta pemilik lahan yang terdampak. Selain itu,
pengawasan dari pemerintah desa dan Satpol PP masih lemah, sehingga

banyak kasus pelanggaran tidak mendapatkan tindakan yang sesuai.

faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya pertanggungjawaban
hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman adalah:
a. Lemahnya pengawasan dari pemerintah desa dan Satpol PP, Jika
langkah-langkah yang lebih tegas dan edukatif tidak segera diambil, maka

masalah ini akan terus berulang, menyebabkan kerugian yang lebih besar
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bagi pemilik lahan dan semakin melemahkan kepatuhan terhadap hukum
yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara
pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menegakkan

aturan demi menciptakan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum hal ini
dipengaruhi dengan lemahnya pendidikan masyarakat desa rata rata
pendidikan terakhir yang di ampuh oleh masayarakat yang.

5.2 Saran
1. Sebaiknya sebagai institusi yang bertugas untuk menegakkan

peraturan daerah, Satpol PP seharusnya memiliki peran aktif dalam
menindak pemilik ternak yang tidak mematuhi regulasi terkait. Namun,
dalam kenyataannya, tindakan Satpol PP terhadap ternak yang dibiarkan
berkeliaran bebas masih sangat minim. Tidak adanya mekanisme
pengawasan yang ketat membuat pemilik ternak merasa tidak ada
konsekuensi hukum atas kelalaian mereka. Hal ini menyebabkan pemilik
lahan yang dirugikan Kkesulitan untuk mendapatkan keadilan dan
penyelesaian yang adil atas kerugian yang mereka alami.

Pemerintah desa harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab pemilik ternak serta
konsekuensi hukum dari kelalaian dalam mengawasi hewan ternaknya.
Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan warga, pemasangan
papan pengumuman, dan kampanye kesadaran hukum yang melibatkan

tokoh masyarakat setempat.
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